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ABSTRAK 

NAGIA FRANSISKA LAY. Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak Dan 

Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, 

pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 UMKM yang terdaftar pada website Kementerian 

Koperasi dan UKM. Pada penelitian ini perhitungan variable – variabel yang 

dilakukan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS For Windors 

25. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk variabel pengaruh tarif 

pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan 

menunjukkan nilai konstanta 8,260, sedangkan koefisien regresi pengaruh tarif 

pajak 0,051, koefisien regresi pengetahuan pajak 0,063, dan koefisien regresi 

pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan 0,278 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dari 

hasil uji hipotesis yaitu uji F menunjukkan bahwa secara bersama – sama variabel 

independen yaitu pengaruh tarif, pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi 

peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kedua, uji T menunjukkan arah hubungan signifikan antara variabel 

dependen dan independen. secara parsial berpengaruh signifikan antara 

pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Y), sedangkan pengaruh tarif pajak (X1) dan pengetahuan pajak (X2) 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial tidak ada pengaruh secara 

signifikan. 

 

Kata Kunci : Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Harmonisai Peraturan Perpajakan, 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 

 

ABSTRACT 

NAGIA FRANSISKA LAY. The Influence of Tax Rates, Tax Knowledge and 

Understanding of Harmonization of Tax Regulations on UMKM Taxpayer 

Compliance in Palembang City. 

The purpose of this study was to analyze the effect of tax rates, tax 

knowledge, and understanding of the harmonization of tax regulations on UMKM 

taxpayer compliance in the city of Palembang. The sample used in this study was 

100 UMKM registered on the website of the Ministry of Cooperatives and 

UMKM. In this study, the calculation of the variables was carried out using the 

help of a computer through the SPSS For Windows 25 program. 

The results of the calculation show that for the variable effect of tax rates, 

tax knowledge, and understanding of the harmonization of tax regulations shows 

a constant value of 8,260, while the regression coefficient of the effect of tax rates 

is 0,051, the regression coefficient of tax knowledge is 0,063, and the regression 

coefficient of understanding the harmonization of tax regulations is 0,278. 

Based on the research results, it can be concluded that: first, from the results 

of the hypothesis test, namely the F test, it shows that simultaneously the 

independent variables, namely the influence of tariffs, tax knowledge, and an 

understanding of the harmonization of tax regulations, have a simultaneous effect 

on taxpayer compliance. Second, the T test shows the direction of a significant 

relationship between the dependent and independent variables. partially has a 

significant effect on the understanding of harmonization of tax regulations (X3) 

on taxpayer compliance (Y), while the effect of tax rates (X1) and tax knowledge 

(X2) on taxpayer compliance (Y) partially has no significant effect. 

 

Keywords: Tax Rates, Tax Knowledge, Harmonization of Tax Regulations, 

Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Pajak merupakan salah satu pemasukan utama dan terpenting di dalam 

suatu negara yang sifatnya memaksa. Pemasukan utama pajak berasal dari banyak 

sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang 

dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai 

usaha mikro. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian 

Indonesia, karena UMKM dapat mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha, 

kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5 %, dan terhadap 

penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 96,9% (ekon.go.id).  

  Namun berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah di kota Palembang berjumlah 1.103 UMKM yang sudah 

mendatakan dirinya, sedangkan Dinkop UMKM memprediksi sekitar 160.000 

ribu lebih UMKM yang tersebar di kota Palembang sehingga perlu dilakukan 

pendataan ulang (Republika.co.id). Adanya pendataan ulang UMKM seharusnya 

bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap kepatuhan dalam pembayaran 

pajak. pelaku UMKM awalnya dikenakan tarif pajak sebesar 1 % dari penghasilan 

bruto yang tidak dari 4,8 miliar dalam setahun tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 

peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 

2018 yang di dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak 

untuk pelaku UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 
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4,8 miliar dalam setahun, kebijakan itu berlaku untuk UMKM yang menjalankan 

usaha secara offline maupun online. Adanya perubahan tarif pajak tersebut 

bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM serta meringankan beban 

pelaku UMKM, sehingga bisa lebih banyak lagi perlaku UMKM yang 

berkontribusi dalam perpajakan.  

  Setelah adanya kebijakan tersebut jumlah pelaku UMKM yang membayar 

pajak bertambah walaupun dari sisi nominal penerimaan pajak menurun sebagai 

akibat penurunan tarif pajak. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan 

harapan besar pada penerimaan pajak karena terdapat banyaknya jumlah UMKM. 

Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat 

lambat dan tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus 

bertambah. Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah 

dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi 

karena adanya covid -19. Pada tahun 2020 indonesia mengalami defisit APBN 

6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku 

UMKM dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya 

pajak bagi kesejahteraan umum karena UMKM menganggap bahwa membayar 

pajak kepada pemerintah suatu kerugian. Padahal membayar pajak merupakan 

kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak dapat memperoleh 

manfaat seperti meningkatkan kredibilitas usaha, dengan memiliki NPWP maka 

mempermudah urusan adminitrasi, dan membuat perencanaan keuangan yang 

lebih baik karena dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar 

untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan.   
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  Ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak yaitu kurangnya 

pemahaman untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Padahal 

pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas 

membayar pajak melalui online. Pemerintah juga mengesahkan Undang – Undang 

Harmonsasi Peraturan perpajakan (UU HPP) yang dimana dalam peraturan ini 

yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung 

percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan 

negara guna membiayai pembangunan nasional, dapat mewujudkan sistem 

perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan 

reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan 

kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam undang – undang ini terdapat enam ruang 

lingkup, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak 

pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), pajak karbon, cukai, program 

pengungkapan sukarela (PPS). 

  Adanya undang – undang ini masyarakat agar lebih patuh dan tertib dalam 

pembayaran pajak, menghimbau terjadinya penghindaran wajib pajak sehingga 

dapat menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa UU NO. 19 tahun 2000. 

Kepatuhan wajib pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak orang 

pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan 

self assessment system yaitu wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung 

sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berikut ini 

merupakan data UMKM dalam kepatuhan wajib pajak.  
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Tabel 1.1 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2019 – 2021 di Kota Palembang 

Tahun Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Melapor SPT 

Wajib Pajak 

yang tidak 

melapor SPT 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib pajak 

2019 155.467 64.532 90.935 41,51% 

2020 155.467 52.456 103.011 33,74% 

2021 155.467 65.345 90.122 42,03% 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

  Dari data diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 

mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2020 dengan melihat perbandingan 

jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat 

di lihat dari persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2019 sebesar 41,51% dan 

mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 7,77% menjadi 33,74%. Kemudian 

pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 42,03%. Terjadinya penurunan 

penerimaan pajak dalam tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu 

penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Shella, 2021:3). 

Langkah yang di ambil pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak dengan 

mereformasi peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan tax ratio dan 

menyadarkan wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan yang dituang dalam Nomor 7 tahun 2021 Tentang Undang – Undang 

Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). 

  Dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mempunyai 

beberapa perubahan dalam pemenuhan kewajiban yaitu NIK menjadi NPWP, 

perubahan tarif pajak penghasilan, dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dalam UU No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki 

tanggungan pajak harus mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP untuk tahap 

administrasi dalam pajak. NPWP memiliki manfaat bagi masyarakat dan 

perusahan seperti memudahkan memperoleh pinjaman modal dan memudahkan 

berhubungan dengan instansi lain. Dengan adanya perubahan dalam pemenuhan 

kewajiban menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) diharapkan bisa 

memudahkan integrasi data kependudukan dengan menggunakan administrasi 

dalam pelaporan pajak dengan tujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan, serta wajib pajak Orang Pribadi (OP) dapat tertib dalam hal 

perpajakan. Oleh karena itu, memudahkan kesederhanaan administrasi dan 

kepentingan nasional. Sehingga UMKM dapat melaksanakan pembayaran pajak 

dengan maksimal.   

  Jenis usaha UMKM juga di bagi menjadi 3 (tiga) kriteria seperti kriteria 

usaha mikro yang memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil yang memiliki penjualan pertahun 

sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria usaha menengah yang memiliki 

penjualan pertahunnya mencapai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

Selain itu juga untuk pajak penghasilan (PPh) UMKM masih diberlakukan PP 

No.23 tahun 2018 namum di dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi 

UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak 
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(PTKP) atas omzet kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun. 

Tujuan dengan adanya insentif pajak agar dapat memberikan keringanan beban 

pajak yang di tanggung oleh wajib pajak.  

  Insentif pajak (tax incentive) merupakan kebijakan dari pemerintah yang 

diberikan untuk meringankan beban pajak yang di tanggung oleh wajib pajak. 

Adapun kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan pajak UMKM 

yaitu pertama, menerapkan tarif yang mudah dan ringan bagi UMKM. Kedua, 

menciptakan perpajakan yang ramah bagi UMKM bukan hanya dilakukan dengan 

memberikan tarif pajak yang rendah. Ketiga, membuat sinergitas dan komunikasi 

yang baik untuk menjalin hubungan timbal balik secara langsung bersama 

UMKM. Keempat, melakukan kerjasama dengan civitas akademika politeknik 

keuangan negara (PKN) STAN. 

 Hubungan antara kebijakan pemerintah terkait Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP) dengan UMKM diharapkan tercapainya sinergitas yang di 

maksudkan dalam pembahasan diatas dimana terjalinnya suatu hubungan baik 

antara kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM demi 

keberlangsungan pendapatan yang diperoleh pemerintah terhadap negara sehingga 

anggaran pemerintah dapat ditopang dengan baik berdasarkan kontribusi yang di 

hasilkan dari penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut. 

 Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Tri Ega Nurillah, 2022) 

dengan judul Dampak Undang – Undang HPP (Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid - 19 

menunjukkan bahwa analisis mengenai Undang – Undang Harmonisasi Peraturan 
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Perpajakan terhadap UMKM dimana ada yang berdampak negatif karena tidak 

mendapat sosialisasi yang dimana lokasi usaha yang jauh dari kota dan ada juga 

berdampak positif karena dampak dari adanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(HPP) maka hal ini bisa membantu pelaku UMKM dalam mengatasi masalah 

ekonomi dengan adanya kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

 Sesuai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai UMKM dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH 

TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN PEMAHAMAN 

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG”. 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

kota Palembang? 

2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di kota Palembang? 

3. Apakah pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota palembang? 
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4. Apakah tarif pajak, pengetahuan pajak dan pemahaman Harmoniasi Peraturan 

Perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

kota Palembang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan permasalah diatas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di kota Palembang.  

2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang. 

3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota palembang. 

4. Untuk mengetahui tarif pajak, pengetahuan pajak dan pemahaman 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Palembang 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti guna 

menambah dan memperluas pengetahuan tentang peraturan perpajakan. 
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2. Bagi UMKM 

 Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam 

upaya meningkatkan pemahaman pajak terhadap UMKM dan memberikan 

manfaat bagi UMKM dalam pelaporan perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan atau acuan 

dalam penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan. 
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